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Bagian Ketujuh 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

 
Paragraf 1  
Umum 

 
Pasal 445 

 
(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur 

pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan 
Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan Daerah. 

(2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berkeduduan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris 
Daerah.  

 
Pasal 446 

 
(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

terdiri dari : 
d. Sekretariat, terdiri dari Subbagian Kepegawaian dan 

Umum;  
e. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter 

Bangsa; 
f. Bidang Politik Dalam Negeri; 
g. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, 

dan Organisasi Kemasyarakatan; 
h. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan 

Konflik; dan 
i. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh 
seorang Kepala Badan, Sekretariat dipimpin oleh seorang 
Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, 
Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian. 

 
Pasal 447 

 
(1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan 

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a). 
(2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Pejabat 

Administrator (eselon III.a). 
(3) Kepala Subbagian merupakan Pejabat Pengawas (eselon 

IV.a). 
 

Pasal 448 
 

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan 
tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan 
Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 
yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

(2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyelenggarakan fungsi: 
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a. penyusunan dan perumusan kebijakan 
Kesekretariatan, Bidang Ideologi, Wawasan 
Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik 
Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, 
Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, 
dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan 
Konflik; 

b. pelaksanaan kebijakan Kesekretariatan, Bidang 
Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, 
Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi 
Kemasyarakatan, dan Bidang Kewaspadaan Nasional 
dan Penanganan Konflik; 

c. pelaksanaan evaluasi dan dan pelaporan 
Kesekretariatan, Bidang Ideologi, Wawasan 
Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik 
Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, 
Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, 
dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan 
Konflik; 

d. pelaksanaan Kesekretariatan, Bidang Ideologi, 
Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang 
Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, 
Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi 
Kemasyarakatan, dan Bidang Kewaspadaan Nasional 
dan Penanganan Konflik;  

e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan 
daerah; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 
Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.   

 
Paragraf 2 

Tugas dan Fungsi Sekretariat 
 

Pasal 449 
 

(1) Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan 
administrasi terkait perencanaan program, keuangan, 
perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, dan 
kepegawaian dan umum. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada 
ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan 

administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan 
pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja 
Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian 
Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik; 

b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar 
operasional dan prosedur perencanaan program, 
keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik 
daerah, serta kepegawaian dan umum; 

c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan 
administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan 
barang milik daerah, kepegawaian dan umum; 
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d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan 
dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian 
dan umum; dan 

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan 
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. 

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Sekretaris dibantu oleh Jabatan Pengawas dan 
Kelompok Jabatan Fungsional. 

 
Pasal 450 

 
Subbagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan tugas: 
a. penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan 

Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian 
kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian 
Kepegawaian dan Umum; 

b. perencanaan program/kegiatan dan penggangaran pada 
Subbagian Kepegawaian dan Umum; 

c. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar 
operasional dan prosedur pelayanan kepegawaian dan 
umum; 

d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pada Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik; 

e. pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat, pertemuan 
dan upacara, serta kegiatan keprotokolan; 

f. pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan data 
informasi untuk kepentingan masyarakat; 

g. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor 
pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 

h. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, 
kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor 
pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 

i. pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi 
kepegawaian; antara lain karpeg, karis/karsu, kartu 
askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan 
cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian 
pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat 
perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja 
Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji 
berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, 
penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta 
jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar 
kompetensi, dan evaluasi jabatan; pensiun pegawai dan 
urusan kepegawaian lainnya; 

j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan antara lain 
melakukan pencatatan, pendistribusian, 
pendokumentasian dan pemeliharaan arsip; 

k. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan 
penyusunan laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian 
Kepegawaian dan Umum; dan 

l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan 
pimpinan sesuai dengan tugasnya.  
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Paragraf 3 
Tugas dan Fungsi Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan 

Karakter Bangsa 
 

Pasal 451 
 

(1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter 
Bangsa menyelenggarakan tugas yang terkait dengan 
Ideologi, Wawasan Kebangsaan, pembentukan 
paskibraka, pelaksanaan tugas paskibraka, 
pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila, 
pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila, 
pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta 
Pancasila dan pembinaan terhadap aktivitas 
kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka, Bela Negara, 
Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka 
Tunggal Ika, Sejarah Kebangsaan dan kewarganegaraan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan 
Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi: 
a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan 

pengembangan rencana program/kegiatan dan 
anggaran Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan 
Karakter Bangsa; 

b. penyusunan standar operasional dan prosedur serta 
perumusan kebijakan teknis pada Bidang Ideologi, 
Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; 

c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan 
Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang meliputi : 
Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Paskibraka 
(pembentukan paskibraka, pelaksanaan tugas 
paskibraka, pengangkatan Purnapaskibraka Duta 
Pancasila, pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta 
Pancasila, pembinaan lanjutan kepada 
Purnapaskibraka Duta Pancasila dan pembinaan 
terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan 
Purnapaskibraka), Bela Negara, Karakter Bangsa, 
Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, 
Sejarah Kebangsaan dan Kewarganegaraan; 

d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Bidang Ideologi, Wawasan 
Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang meliputi : 
Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Paskibraka  
(pembentukan paskibraka, pelaksanaan tugas 
paskibraka, pengangkatan Purnapaskibraka Duta 
Pancasila, pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta 
Pancasila, pembinaan lanjutan kepada 
Purnapaskibraka Duta Pancasila dan pembinaan 
terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan 
Purnapaskibraka), Bela Negara, Karakter Bangsa, 
Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, 
Sejarah Kebangsaan dan Kewarganegaraan; dan 

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan 
dan Karakter Bangsa dibantu oleh Kelompok Jabatan 
Fungsional. 

 
Paragraf 4 

Tugas dan Fungsi Bidang Politik Dalam Negeri 
 

Pasal 452 
 

(1) Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan tugas 
yang terkait dengan Pendidikan Politik dan Peningkatan 
Demokrasi, Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan 
Partai Politik. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan 
fungsi: 
a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan 

pengembangan rencana program/kegiatan dan 
anggaran bidang Politik Dalam Negeri; 

b. penyusunan standar operasional dan prosedur serta 
perumusan kebijakan teknis pada bidang Politik Dalam 
Negeri; 

c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, 
etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi 
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai 
politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala 
Daerah serta pemantauan situasi politik; 

d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas  dan kegiatan pada Bidang pendidikan politik, 
etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi 
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai 
politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala 
Daerah serta pemantauan situasi politik; dan 

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan 
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. 

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dibantu oleh 
Kelompok Jabatan Fungsional. 

 
Paragraf 5 

Tugas dan Fungsi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, 
Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan 

 
Pasal 453 

 
(1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan 

Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan tugas 
yang terkait dengan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, 
dan Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, 
Agama dan Organisasi Kemasyarakatan 
menyelenggarakan fungsi : 
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a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan 
pengembangan rencana program/kegiatan dan 
anggaran bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, 
Agama dan Organisasi Kemasyarakatan; 

b. penyusunan standar operasional dan prosedur serta 
perumusan kebijakan teknis pada bidang Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi 
Kemasyarakatan; 

c. pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, 
Sosial, Budaya, fasilitas pencegahan penyalahgunaan 
narkotika, fasilitas kerukunan umat beragama dan 
penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi 
kemasyarakatan, pengawasan organisasi 
kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing; 

d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Bidang Ketahanan Ekonomi, 
Sosial, Budaya, fasilitas pencegahan penyalahgunaan 
narkotika, fasilitas kerukunan umat beragama dan 
penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi 
kemasyarakatan, pengawasan organisasi 
kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing; 
dan 

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(3)  Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, 
Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dibantu 
oleh Kelompok Jabatan Fungsional. 

 
Paragraf 6 

Tugas dan Fungsi Bidang Kewaspadaan Nasional dan 
Penanganan Konflik 

 
Pasal 454 

 
(1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik 

menyelenggarakan tugas yang terkait dengan 
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, dan penanganan 
konflik. 

(2) Untuk melaksakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan 
Konflik menyelenggarakan fungsi: 
a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan 

pengembangan rencana program/kegiatan dan 
anggaran bidang Kewaspadaan Nasional dan 
Penanganan Konflik; 

b. penyusunan standar operasional dan prosedur serta 
perumusan kebijakan teknis pada bidang 
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; 

c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, 
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga 
kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan 
perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang 
kewaspadaan serta penanganan konflik; 
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d. pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi forum 
koordinasi pimpinan daerah;  

e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi pengawasan, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan pada Bidang kewaspadaan dini, 
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga 
kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan 
perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang 
kewaspadaan serta penanganan konflik; dan 

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan 
pimpinan sesui tugas dan fungsinya. 

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan 
Penanganan Konflik dibantu oleh Kelompok Jabatan 
Fungsional. 
 

Paragraf 7 
Tata Kerja 

 
Pasal 455 

 
(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan 

urusan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan 
tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola 
konsultatif dan koordinatif. 

(3) Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk 
menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan 
fungsi sesuai dengan kewenangan, dapat dilakukan 
tanpa terikat pada hubungan struktural secara 
berjenjang. 

(4) Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk 
pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan 
terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan 
fungsi sesuai dengan kewenangan untuk menghindari 
tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan 
secara substansi dan menjamin keselarasan program dan 
kegiatan. 

(5) Untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi 
program dan kegiatan secara substansi dan menjamin 
keselarasan program dan kegiatan Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik memperhatikan fungsi-fungsi pada 
masing-masing Perangkat Daerah. 

(6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan 
tugas dan fungsi melakukan koordinasi kepada 
Sekretaris Daerah  melalui Asisten Sekretaris Daerah 
sesuai pembidangannya. 

(7) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan 
tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban dilakukan 
secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta 
kewenangannya masing-masing. 

(8) Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 
(eselon II.a), Pejabat Administrator (eselon III.a), Pejabat 
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Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan 
Pelaksana. 

(9) Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah menerapkan 
prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 
BAB VII 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
UNIT PELAKSANA TEKNIS BERSIFAT KHUSUS 

 
Bagian Kesatu 

Unit Pelaksana Teknis Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum 
Daerah Arifin Achmad pada Dinas Kesehatan 

 
Paragraf 1  
Umum 

 
Pasal 456 

 
(1) Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad memiliki 

otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik 
Daerah serta bidang kepegawaian. 

(2) Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad dipimpin 
oleh seorang Direktur. 

(3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat 
oleh Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan atau tenaga 
professional yang memiliki kompetensi manajemen 
Rumah Sakit.  

(4) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan. 

(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) dilaksanakan melalui penyampaian laporan 
pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik 
Daerah serta bidang kepegawaian Rumah Sakit Umum 
Daerah Arifin Achmad. 

(6) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) digunakan untuk sinkronisasi pencapaian hasil 
pembangunan kesehatan Daerah.  

 
Pasal 457 

 
(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Arifin 

Achmad, terdiri dari : 
a. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, 

membawahi: 
1. Bidang Pelayanan Medik 
2. Bidang Pelayanan Keperawatan 
3. Bidang Fasilitas Pelayanan Medik 

b. Wakil Direktur Umum, Sumber Daya Manusia, 
Pendidikan dan Penelitian, membawahi: 
1. Bagian Umum 
2. Bagian Sumber Daya Manusia 
3. Bagian Pendidikan dan Penelitian 

c. Wakil Direktur Keuangan, membawahi : 


